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BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,

maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar

Harga Satuan;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor.27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
34);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
51);

10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 89 Tahun 2022 tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulungan.

6. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota
DPRD

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bulungan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bulungan;

Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.
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Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan
rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai
keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun
pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
Pakar/Praktisi/Profesional adalah seseorang yang
memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang
tertentu yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas
teknik maupun keahlian.

Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk
menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan
umum karena kompetensinya.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di
Kabupaten Bulungan.

Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan
pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN
adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Non
ASN adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah
mendapatkan persetujuan Bupati yang bertugas membantu
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Bendahara Penerimaan adalah Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan  dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari
lokasi kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

kepentingan kedinasan.
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Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah.

Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disebut Uang representasi adalah komponen biaya
perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada
pelaksana perjalanan dinas.

Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah
dinas yang berisi perintah atasan yang berwenang untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
dan/atau dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam
ST.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Pejabat
Berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS,
dan Persinil Non PNSD.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan
perjalanan dinas ke tempat tujuan.

Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan
layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam
kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
kegiatan tersebut.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional /personil yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-
Purchasing.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan

oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
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Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah
kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan
pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
tugas teknis.

Sosialisasi adalah proses transfer ilmu, gagasan, nilai atau
aturan bagi ASN, Non ASN atau masyarakat.

Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil dengan kurikulum berbasis
kompetensi.

Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat
untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi
di DPRD.

Tim Pakar DPRD adalah kelompok pakar yang dibentuk
untuk membantu tugas dan wewenang DPRD pada bidang
tertentu.

Pengawal Voorijder adalah pengawalan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau
menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi
sirene.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau
dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Standar Harga Satuan dipergunakan sebagai acuan oleh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Dalam Perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
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batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah;

referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

a.

batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

estimasi merupakan prakiraan tertinggi yang dapat
dilampaui besaran biaya karena kondisi tertentu,
termasuk karena adanya kenaikan harga pasar,
meliputi: satuan biaya penginapan, satuan biaya
transport perjalanan dinas dengan kendaraan darat

dan satuan biaya tiket pesawat.

BAB II
JENIS DAN STANDAR

Pasal 3

(1) Jenis dan besaran Standar harga Satuan yang diatur pada

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan

dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai standar biaya masukan

yang berlaku pada anggaran kementerian

negara/lembaga.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau

kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran,

dapat

dilakukan  perubahan Standar Harga  Satuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standart
Biaya Honorarium/ Biaya Jasa lainnya, Biaya perjalanan
Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan
dan Biaya Pemeliharaan Jasa dilingkungan Pemerintah
Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021
Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39
Tahun 2021 tentang Pedoman Standart Biaya Honorarium/
Biaya Jasa lainnya, Biaya perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi
Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan
Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah( Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 37) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 22 Januari 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 1




